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etiap ada inisiatif
pemerintah atau
Dewan Perwakil-
an Rakyat (DPR)
membentuk atau merevi-
si undang-undang, masya-—
rakat pada umumnya dan
secara khusus yang kehi-
dupan atau pengetahuan-
nya terkait erat dengan isi
undang-undang itu be
harap persoalan-persoal-
an aktual sehari-hari yang
dihadapi akan dapat dise-
lesaikan. Berbagai kesem-
patan seperti itu telah ber-
ulang, sehingga pembuatan
atau perubahan undang-
undang selalu menjadi
perhatian masyarakat luas
maupun media.
Masyarakat memang
mempunyai hak untuk
mendapat informasi seper—
ti digariskan oleh Undang-
TUndang Dasar 1945
bahwa “Setiap orang ber-
hak untuk berkomunika-
si dan memperoleh infor-
masi untuk mengembang-
kan pribadi dan lingkung-—
an sosialnya, serta berhak
untuk mencari, memper-
oleh, memiliki, menyimpan,
mengolah, dan menyam-—

Penjabaran- hak untuk
mendapat informasi itu
ditegaskan dalam klau-
sul menimbang Undang-
Undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang Keterbuka-
an Informasi Publik. Klau-
sul itu, antara’ laln menye—
butkan  bahwa  “informa-—
si-merupakan bagian pen-
ting bagi  ketahanan na-
sional, hak memperoleh in-
formasi  merupakan -hak
asasi manusia, dan keter-
bukaan informasi publik
merupakan salah satu ciri
penting negara demokra-
tis yang menjunjung ting-
gi kedaulatan rakyat untuk
mewujudkan penyelengga-—
Taan negara yang bailk’”

Dalam Pasal 5 Undang-
Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentuk-
an Peraturan FPerundang-
an disebutkan pula bahwa
salah satu asas pemben-

yang baik ada-
lah keterbukaan. Berbeda
dengan isi undang-undang
tersebut, sejak tahun lalu
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Hak untuk Tahu

hingga saat ini, ketika ran-
cangan berbagai undang-—
undang dibahas, praktis
halt masyarakat luas untuk
tahu begitu mudah diabai-
kan. Dalam kasus rancang-
an undang-undang per—
tanahan yang sava ikuti,
misalnya, yang dilakukan
pemerintah bukan kon-
sultasi publik, melainkan
sosialisasi, dan isi yang
disosialisasi ternyata ber—
beda dengan isi pasal-pasal
draf rancangan undang-
undang.

Hal demikian tam-
pak dapat berulang pada
penetapan omnibus law
Undang-Undang Cipta
Lapangan KXKerja. Padahal
Presiden Joko Widodo sen-
diri telah meminta jajar
annya mensosialisasi ran-
cangan omnibus law itu
kepada masyarakat sebe-
lum diajukan ke DPR.
“Jadi, kalau ada hal yang
perlu diakomodasi, harus
kita perhatikan, ada keter-
bukaan yang kita ingin-
kan,” kata Jokowi. -

Sebulan terakhir, dalam
beberapasa’ kali pertemuan
dengan’ kelompok-kelom-—
pok masyarakat sipil dan
akademikus yang saya
ikuti untuk membahas arah
TUndang-Undang Cipta
Lapangan Kerija, tidak ada
informasi autentik yang
dapat dibicarakan. Satu-
satunya draf rancangan
yang beredar dinyatakan
secara resmi oleh Kemen-
terian Koordinator Per-

ekonomian sebagai bukan
hasil kerja pemerintah dan
tidak dapat dipertanggung-
jawabkan kebenarannya.
Kegelisahan khalayak
muncul  terutama akibat
besarnya kesenjangan anta—
ra apa yang telah mereka
ketahui di lapangan dan
isu~isu substantif dalam
perubahan undang-undang
yang dianggap memiliki
kesenjangan sangat lebar
Misalnya, konflik tanah
atau kawasan hutan dan
lambat maupun tinggi-
nya biaya pengurusan izin
mempunyai akar persoal-
an struktural dan politik
yang sangat dalam. Se]a:na

pajak maupun non-pajak
dengan cara memperluas
usaha berbasis tanah ke
dalam lokasi-lokasi ilegal,
termasiuk di lokasi-loka—
si kawasan konservasi dan
hutanlindung’

Pada intinya, ‘di. balik
terjadinya pengurusan izin
yang lambat dan mahal itu,
terdapat persoalan sangat
mern: ~ Pertama, masa-—
lah  hak atas tanah dan
klaim kawasan hutan tidak
kunjung diselesaikan cleh
perangkat negara secara

. adil dan, sebaliknya, penye-

lesaiannya melalui peme-

' gang izin yang tidak bebas

dari konflik kepentingan.
Apabila aparat keaman-
an ilkuat mengambil peran

dan menjadi bagian dari
pemegang izin, masalah
m1 dapat berakhir dengan

asi. Kedua, biro-
krasi selalu menganggap
bekerja secara adminis-
tratif adalah menyelesai-
kan pelayanan dan masa-—
lah masyarakat, padahal
bekerja dengan cara seper—
ti itu telah d.lketahu.l hasil-

soalan perizinan seperti itu,
membatalkan atau meng-
ubah pasal-pasal undang-
undang wyang sudah ada
guna mempercepat inves- -
tasi dengan menetapkan
Undang-Undang Cipta
Lapangan KXerja masih
cukup membingungkan.
Apakah masalah menda-
sar di lapangan dapat d:lpe—
cahkan?

Kebiasaan pembuat—
an undang-undang-:pada
umumnya, dengan naskah
alkademis maupun konsul-

“tasi publik yang sekadar

memenuhi syarat adminis—
trasi atau hanya formalitas,
seharusnya ‘ditinggalkan.
Apabila masyarakat luas
tidak dib untuk
menggtinakan . hak-halk-
nya, mereka dengan mudah
dapat ditksploitasi oleh
pihak lain yang memiliki
akses pada kekuasaan. Fak
masyarakat untuk tahu
yang dilindungi Undang-
Undang Dasar 1945 dan
undang-undang hendak-
nya ditegakikan.
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